LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17

TAHUN : 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15
PEMBIAYAAN

DEFINISI

1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan
Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu
dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
pengganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran

2. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun
anggaran tertentu.

3. Sisa lebih/kuran embiayaan anggaran adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan.

KLASIFIKASI

4. Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu:
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a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,
penjualan obligasi , hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan
investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan
dana cadangan.

PENGAKUAN

5. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah.

6. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah.

PENGUKURAN

7. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai
sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada
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tanggal transaksi pembiayaan.

PENYAJIAN

10.

11.

12.

13.

14.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan
realisasi anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua
informasi yang relevan mengenai bentuk pembiayaan yang diterima.
Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud
barang, barang rampasan dan jasa konsultansi.
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Anggaran | Realisasi Realisasi
URAIAN 20X1 20X1 (%) 20X0
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA XXX XXX XX XXX
Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XX XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XX XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX XX XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya XXX XXX XX XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX XX XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan
Bank XXX XXX XX XXX
Pinjaman Dalam Negeri — Obligasi XXX XXX XX XXX
Pinjaman Dalam Negeri — Lainnya XXX XXX XX XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
Negara XXX XXX XX XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah XXX XXX XX XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya XXX XXX XX XXX
Jumlah Penerimaan XXXX XXXX XX XXXX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX XX XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Pemerintah Pusat XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Bank XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX XX XXX
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Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri —
Obligasi XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri —
Lainnya XXX XXX XX XXX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX XX XXX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX XX XXX
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
Lainnya XXX XXX XX XXX
Jumlah Pengeluaran XXX XXX XX XXX
PEMBIAYAAN NETO XXXX XXXX XX XXXX
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Xxxx XXXX XX XXXX
PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
terkait dengan pembiayaan adalah:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah
tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan
penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana
cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal
Pemerintah Daerah;

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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